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PENETAPAN
Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Wno
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat
antara:
PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di Alamat sesuai KTP
di KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI
D..YOGYAKARTA.Sekarang bertempat tinggal di Padukuhan
Dringo, XX XXX, XX XXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, XXXKKRXKKK XXXXXKKKKXXX, XXXXKKKK XXXXXXXXXXXXXXX,
sebagai Penggugat ;
Lawan
TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXXX  XXXXXXXX, bertempat kediaman di
KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI D..LYOGYAKARTA,,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Maret 2024
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Wno, tanggal
05 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 24 Juli 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Provinsi D.l.Yogyakarta dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor : 0069/15/VI1/2022 tanggal 24 Juli 2022. Pada saat

menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka,
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pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat maupun
Tergugat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama semula di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX XXXX, XX XXX, XX XXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXK,  XXXXXXXXX  XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi
D.l.Yogyakarta selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da
dukhul) namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun
2022, yang disebabkan oleh Tergugat mudah marah, misalnya saat
Penggugat belum belum bisa menyelesaikan pekerjaan rumah seperti
memasak dan membersihkan rumah Tergugat marah dan melakukan
kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara menampar
wajah, menarik telinga, menginjak kaki Penggugat dan melempar bantal ke
wajah Penggugat, hingga menyebabkan lebam dan kejadian kekerasan
tersebut pernah disaksikkan oleh adik kandung Penggugat. Bahwa
kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan
secara berulangkali dan terus-menerus.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
sejak bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 3
(tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena
Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua tua Tergugat, yang
mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga)
bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana
mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
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7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, serta Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada
Penggugat secara berulangkali dan terus-menerus, maka Penggugat
berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.
Subsider :
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Wno tanggal 06 Maret 2024 dan
tanggal 02 April 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat

menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon
mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal
271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat
dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah
didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
320/Pdt.G/2024/PA.Wno dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. Mudara, M.S.I. sebagai
Ketua Majelis, Drs. Sapari, M.S.I. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Safarudin Zuhri, S.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd
Drs. Sapari, M.S.I. Dr. Drs. Mudara, M.S.I.
Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Husin, M.H.
Panitera Pengganti

ttd
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Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:
1. PNBP Rp60.000,00

2. Proses Rp100.000,00
3. Panggilan Rp1.300.000,00
4, Meterai Rp10.000.00

Jumlah Rp1.470.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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